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RINGKASAN 

HARTA BERSAMA PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN DI 

LUAR NEGERI DAN DICATATKAN DI INDONESIA 

Oleh: 

Siti Khadizah1, Rahmida Erliyani2 

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat 

Hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, namun pada Undang-Undang 

ini tidak mengatur tentang perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama merupakan isu 

hukum yang kompleks di Indonesia mengingat Indonesia merupakan negara plural dengan 

beragam agama dan mayoritasnya adalah Islam, selain itu terdapat larangan secara implisit 

diatur pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 

menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agama dan kepercayaan. Meskipun demikian, terdapat ketentuan dalam Pasal 56 ayat 

(2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 37 Undang-Undang Administrasi Kependudukan 

yang memberikan ruang untuk pencatatan perkawinan yang dilakukan di luar negeri. Oleh 

karena itulah banyak pasangan beda agama yang memilih melangsungkan perkawinan di luar 

negeri, yang dimana hukum negara tempat dilangsungkannya perkawinan tersebut 

memperbolehkan perkawinan beda agama. Namun, setelah kembali ke Indonesia, pasangan 

tersebut berusaha mencatatkan pernikahan mereka, namun menghadapi berbagai hambatan 

karena terdapat ketidak sinkronan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan terlebih lagi setelah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 

2 Tahun 2023 yang mengakibatkan terjadi perubahan kebijakan yang mengarahkan hakim 

untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.  
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Tesis ini bertujuan untuk menjawab permasalahan utama yaitu mengenai bagaimana 

kedudukan hukum perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri serta bagaimana 

implikasi yuridisnya terhadap status anak dan harta bersama. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan, bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, 

dan tersier. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan tipe penelitian hukum doktrinal. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan beda agama yang dilakukan di 

luar negeri dapat dianggap sah secara hukum Indonesia apabila memenuhi syarat sah menurut 

hukum negara tempat dilangsungkannya perkawinan, dan dicatatkan di Indonesia sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan. Namun demikian, terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menimbulkan 

ketidakpastian hukum, karena bertentangan dengan prinsip dalam Undang-Undang 

Administrasi Kependudukan yang masih memungkinkan pencatatan perkawinan beda agama 

melalui putusan pengadilan. Ketidakpastian hukum ini menimbulkan dampak terhadap 

kedudukan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, serta terhadap pengakuan dan pengurusan 

harta bersama, terutama dalam praktik kenotariatan. Dalam konteks kenotariatan, status hukum 

perkawinan menjadi penting dalam pembuatan akta autentik. Jika perkawinan tidak tercatat 

secara resmi, maka notaris dapat menolak pembuatan akta seperti akta hibah, akta waris, dan 

perjanjian harta bersama karena tidak terpenuhinya asas legalitas dan kehati-hatian. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa masih terjadi disharmonisasi norma hukum terkait 

perkawinan beda agama di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi antara 

Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan kebijakan 

Mahkamah Agung agar tidak menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum. 
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ABSTRAK 

Kata Kunci: Perkawinan, Beda Agama, Harta, Anak 

Perkawinan beda agama merupakan salah satu isu hukum yang kompleks di Indonesia 

karena dalam Undang-Undang dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit 

Perkawinan beda agama. Pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan mensyaratkan sahnya 

perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, 

sehingga secara implisit tidak membuka ruang terhadap perkawinan beda agama. Namun, pada 

Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan serta pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan celah hukum bagi pasangan 

beda agama dengan melangsungkan perkawinan di luar negeri dan perkawinan itu dicatatkan 

di Indonesia. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum perkawinan beda agama 

yang dilangsungkan di luar negeri serta implikasi yuridisnya terhadap kedudukan anak dan 

harta bersama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan, bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, 

sekunder, dan tersier. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan tipe penelitian hukum doktrinal. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri 

dapat dianggap sah apabila memenuhi syarat hukum di negara tempat pernikahan 

dilangsungkan dan dicatatkan di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, setelah 

terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 menimbulkan 

ketidakpastian hukum karena menginstruksikan hakim untuk tidak mengabulkan permohonan 

pencatatan perkawinan beda agama. Ketidakpastian ini berdampak terhadap kedudukan anak 

serta harta bersama, selain itu juga berkaitan dalam praktik kenotariatan yaitu dalam pembuatan 

akta. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Perkawinan 

dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan kebijakan Mahkamah Agung agar 

tidak mengesampingkan ketentuan Undang-Undang dan menimbulkan multitafsir serta 

ketidakpastian hukum.  

                                                             
1 NIM: 2320216320067 
2 Pembimbing 



 
 
 

x 
 

 

 

 



 
 
 

xi 
 

UCAPAN TERIMA KASIH 

Alhamdulillahi Rabbil‘Alamin, segala puji bagi Allah SWT, karena berkat Rahmat dan 

karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul: HARTA 

BERSAMA PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR 

NEGERI DAN DI CATATKAN DI INDONESIA, sebagai tugas akhir dan merupakan salah 

satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Pascasarjana Fakultas Hukum 

Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.  

Selanjutnya dengan seluruh kerendahan hati terhatur segala penghargaan dan salam terima 

kasih yang sangat tulus kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan 

selama ini: 

1. Bapak Prof. Dr. Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung 

Mangkurat Banjarmasin; 

2. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Kenotariatasn 

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan selaku Dosen 

Pembimbing yang sangat berjasa serta telah banyak membantu, mengarahkan, 

membimbing dan memberikan dorongan selama proses penyelesaian tesis ini; 

3. Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M. selaku ketua penguji yang telah memberikan 

masukan, saran serta koreksi atas penulisan tesis ini; 

4. Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. selaku sekretaris penguji yang telah memberikan 

masukan, saran serta koreksi atas penulisan tesis ini; 

5. Seluruh Dosen Pengasuh mata kuliah Magister Kenotariatan Fakultas Hukum 

Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin; 

6. Segenap Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Keuangan Magister Kenotariatan 

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin; 

7. Kedua Orang tua serta kakak dan adik saya yang selalu mendo’a-kan serta memberikan 

semangat dan bantuan kepada saya baik dalam bentuk material maupun immaterial, 

sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini; 

8. Sahabat dan orang-orang terkasih yang senantiasa mendoakan, membersamai dalam 

setiap moment dan selalu memberikan semangat bagi penulis serta menemani penulis 

dalam lika-liku kehidupan. Serta rekan-rekan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum 

Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 23 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-

persatu; 



 
 
 

xii 
 

9. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis baik 

dalam perkuliahan maupun dalam menyelesaikan tesis ini. 

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari banyak kelemahan dan 

kekurangan dalam penulisan ini. Namun masih terbesit harapan, tulisan ini dapat memberikan 

manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta kemaslahatan nusa, 

bangsa, agama serta negara Indonesia. 

 

Banjarmasin, 21 Juni 2025 

 

 

Siti Khadizah, S.H. 

  



 
 
 

xiii 
 

DAFTAR ISI 

                                                                                           Halaman 

HALAMAN JUDUL DEPAN -------------------------------------------------------------------------- i 

HALAMAN JUDUL DALAM ----------------------------------------------------------------------- ii 

HALAMAN PENGESAHAN------------------------------------------------------------------------ iii 

HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS -------------------------------------------- iv 

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN -------------------------------------------- v 

RINGKASAN ------------------------------------------------------------------------------------------ vi 

ABSTRAK --------------------------------------------------------------------------------------------- ix 

UCAPAN TERIMAKASIH -------------------------------------------------------------------------- xi 

DAFTAR ISI ------------------------------------------------------------------------------------------ xiii 

BAB I    PENDAHULUAN --------------------------------------------------------------------------- 1 

A. Latar Belakang Masalah ---------------------------------------------------------------- 1 

B. Rumusan Masalah ----------------------------------------------------------------------- 8 

C. Keaslian Penelitian ---------------------------------------------------------------------- 8 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ----------------------------------------------------- 14 

E. Tinjauan Konseptual dan Teoritis  ---------------------------------------------------- 15 

F. Metode Peneltian ----------------------------------------------------------------------- 35 

G. Pertannggungjawaban Sistematika Penulisan --------------------------------------- 38 

BAB II   KEDUDUKAN HUKUM PERKAWINAN YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR 

NEGERI OLEH PASANGAN BEDA AGAMA --------------------------------------------------- 40 

A. Hukum Yang Berlaku Terhadap Pasangan Beda Agama Yang Melangsungkan 

Perkawinan Diluar Negeri ------------------------------------------------------------------ 40 

B. Keabsahan Perkawinan Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri Dan Dicatatkan Di 

Indonesia Menurut Undang-Undang ------------------------------------------------------ 49 



 
 
 

xiv 
 

BAB III IMPLIKASI YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG 

DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI DAN DI CATATKAN DI INDONESIA 

TERHADAP KEDUDUKAN ANAK DAN HARTA BERSAMA  ------------------------------ 70 

A. Konsekuensi Terhadap Kedudukan Dan Keabsahan Anak -------------------------- 70 

B. Konsekuensi Terhadap Harta Bersama ------------------------------------------------ 88 

BAB IV PENUTUP  -------------------------------------------------------------------------------- 102 

A. Kesimpulan ----------------------------------------------------------------------------- 102 

B. Saran -------------------------------------------------------------------------------------- 10



 

 
 

 


